





A. Reviuw Penelitian Terdahulu 
Penelitian tentang dana pinjaman bergulir masih banyak dilakukan. Menurut 
Fitri (2016), yang meneliti tentang evaluasi kinerja keuangan unit pengelola 
kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri di kecamatan 
Negara kab Jembrana. Hasilnya menyimpulkan bahwa data dianalisis 
menggunakan rasio pendapatan, rasio biaya, rasio laba, efektivitas pengelolaan 
dana, risiko pinjaman dan alokasi keuntungan di Kecamatan Negara dalam 
kondisi sehat yang ditunjukan peningkatan dari tahun 2013-2015. 
Aisyah (2016) juga meneliti tentang pinjaman dana bergulir yang berada di 
UPK Tulungagung. Hasilnya menyimpulkan bahwa pinjaman dana bergulir 
mempunyai perkembangan yang signifikan terhadap perkembangan 
perekonomian masyarakat dilihat dari indicator CCR, ROI, LAR dan PAR.  
Analisis Pinjaman Dana Bergulir selanjutnya oleh Ramli (2013) di BKM kota 
Makasar, dalam penelitiannya pengukurannya menggunakan CCR, ROI, LAR dan 
PAR dengan sifat penelitian asosiatif dan hasilnya menyimpulkan bahwa variable 
LAR dan PAR berpengaruh negative terhadap kelancaran pengambilan dana 
pinjaman, jika LAR dan PAR tinggi akan menyebabkan kelancaran pengembalian 
dana bergulir menjadi rendah. 
Wira dan Chandra (2013) meneliti kinerja pinjaman dana bergulir PNPM 
Mandiri Perkotaan di Kecamatan Koto Tangah. Menyimpulkan bahwa indicator 





operasionalny dan KSM nya banyak yang menunggak sehingga tunggakan yang 
tidak terbayar cukup besar. Pada penelitiannya menggunakan indicator CCR, ROI, 
LAR, dan PAR. 
Nawangsari dan Iwan S (2017) meneliti tentang sistem pengendalian 
kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Karya, dengan metode penelitiannya 
bersifat kualitatif. Hasilnya menyimpulkan penerapan kredit di Koperasi Simpan 
Pinjam Mitra Karya kurang efektif, hal tersebut terlihat dari hasil survei dimana  
prinsip – prinsip pemberian kredit yang sudah ada dalam lembaga kurang  
diterapkan dengan baik, persetujuan kredit belum dilakukan secara tertulis serta 
pemisahan fungsi dan tugas  pada  struktur  organisasi  yang  kurang  jelas. 
Hadi dan Yuliastuti (2016) juga meneliti tentang sistem pengendalian 
pemberian kredit pada Bank Danamon Cabang Kembang Jepun Surabaya. 
Hasilnya menyimpulkan bahwa Bank Danamon telah melakukan sistem 
pengendalian kredit yang sudah sesuai dengan proses dan prosedur pemberian 
kredit dan hal ini dapat meminimalisir kredit macet.  
Berdasarkan penelitian terdahulu menjadi pokok bahasan yang penting 
untuk meneliti tentang pinjaman dana bergulir, agar organisasi ini bisa terus 
berjalan untuk membantu masyarakat disekitarnya yang tepat sasaran dalam 
pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah. Permasalahan utama yang 
sering terjadi pada dana pinjaman bergulir ialah kredit macet dan sistem 
pengelolaan yang tidak berjalan dengan baik terkait dokumen yang kurang 
memadai. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu (Nawangsari & Iwan, 2017) 
bahwa resiko kredit macet yang sering terjadi masih bisa diminimalisir dengan 





yang memadai dan juga karyawan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan 
tanggungjawabnya. Oleh karena itu evaluasi dan analasis perlu dilakukan agar 
pengelolaan dana pinjaman bergulir berjalan dengan baik. Pinjaman dana bergulir 
untuk masyarakat disekitarnya perlu dilakukan untuk memberikan bantuan kepada 
masyarakat yang memerlukan modal untuk usahanya dan untuk membantu 
mengurangi masalah kemiskinan. 
 
B. Kajian Pustaka 
1. Badan Keswadayaan Masyarakat 
Kemiskinan yang marak terjadi membuat pemerintah melakukan upaya-
upaya perbaikan. Upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan salah 
satunya melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Presiden Republik 
Indonesia No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
bahwa Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh  
pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, 
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta 
program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Misalnya seperti 
pemberdayaan usaha, yang memberikan bantuan dana kepada kelompok 
masyarakat miskin dengan tujuan masyarakat tersebut bisa menjadi mandiri 
dengan usaha yang ada (Sudarwati, 2009). 
 Lembaga pemerintah yang menangani masalah pemberdayaan masyarakat 
adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), selain itu juga lembaga yang 





kelurahan yang bersangkutan (Masitoh, 2015). BKM mempunyai peran dan fungsi 
yang hampir mirip dengan koperasi yaitu menumbuhkan dan mengembangkan 
potensi ekonomi rakyat serta mewujudkan kehidupan yang demokratis yang 
mempunyai cirri-ciri kebersamaan, keterbukaan, kekeluargaan dan gotong royong 
(Prawirokusumo,61:2001). BKM memiliki unit-unit terkait dalam penangguangan 
kemiskinan sesuai dengan bidangnya, yaitu UPK (Unit Pengelola Keuangan), 
UPS (Unit Pengelolaan Sosial) dan UPL (Unit Pengelolaan Lingkungan). BKM 
memiliki program Pinjaman Dana Bergulir yang ada pada Unit Pengelola 
Keuangan. Oleh sebab itu, BKM harus bisa menjaga keefisienan dalam 
memutarkan keuangan dalam organisasinya, baik dalam peminjaman dana bergilir 
maupun untuk kegiatan operasional yang lainnya serta memiliki sistem 
pengendalian yang memadai.  
Badan Keswadayaan Masyarakat dapat mewujudkan program pemerintah 
yaitu dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang dapat membantu 
masyarakat disekitarnya. Menurut Halim dan Khambali (7:2005), tujuan 
pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan adalah sebagai berikut : 
a. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui upaya penanganan, 
baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana, maupun kondisi sosial ekonomi 
masyarakat 
b. Menumbuhkan inisiatif, kreativitas dan kemandirian dalam pelaksanaan 
kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya. 
c. Meningkatkan kemampuan usaha dalam mengembangkan sumber pendapatan 






2. Pinjaman Dana Bergulir 
Suatu Lembaga Pengelola Pemberdayaan Masyarakat memberikan dana 
kepada masyarakat yang nantinya akan dikelola masyarakat sesuai dengan 
kebutuhannya. Menurut Halim dan Khambali (27:2005), dana yang digunakan 
dalam pembangunan fisik dan permodalan untuk masyarakat ada dua pola : 
1. Dana Habis/ Hibah  
Merupakan dana yang dimanfaatkan oleh warga tanpa harus 
dikembalikan atau diangsur. Dana yang diberikan secara hibah dimanfaatkan 
secara luas, seperti untuk perbaikan fisik lingkungan ataupun penguatan 
lembaga pengelola program di masyarakat 
2. Dana Pinjaman Bergulir 
Meupakan dana yang dimanfaatkan dalam bentuk pinjaman yang 
diberikan kepada warga setempat dan harus dikembalikan kepada pengelola 
dana dan nantinya akan digulirkan atau dipinjamkan kepada warga lainnya. 
Dalam Petunjuk Teknis Pinjaman Dana Bergulir menyatakan secara 
khusus bahwa tujuan dari pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dalam 
PNPM Mandiri Perkotaan ialah untuk menyediakan akses layanan keuangan 
kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk 
memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal 
mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. 
Dalam program ini, yang menangani adalah Unit Pengelola Keuangan 
(UPK). Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah 
tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan/desa UPK 





bergulir yang diatur dalam modul pinjaman dana bergilir, salah satunya ialah 
peminjam harus sudah bergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat 
(KSM).  
Menurut Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir, sumber dana pinjaman 
bergulir berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana 
yang berasal dari pihak swasta, dana dari swadaya masyarakat serta dari 
sumber lainnya. Manajer bertanggung jawab atas efisiensi operasi, 
profitabilitas jangka pendek dan panjang serta penggunaan efektif modal 
(Helfert, 69:1997). Oleh sebab itu, BKM harus bisa memutarkan modal yang 
telah diberikan dengan baik, agar modal dapat tersalurkan kepada masyarakat 
yang membutuhkan lewat Pinjaman Dana Bergulir. 
3. Analisis Pengukuran Kinerja Pinjaman Dana Bergulir 
a. Sistem Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir 
Sistem pengendalian internal bertujuan untuk menjaga asset 
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data dalam akuntansi, 
mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 
(Mulyadi, 129 : 2016). Pengendalian internal digunakan dalam 
perusahaan yang kecil maupun perusahaan besar. Menurut Mulyadi 
(130:2016) unsur-unsur sistem pengendalian internal dalam perusahaan 
adalah sebagai berikut : 






Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab 
fungisional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk 
melaksanakan tugas yang ada ada dalam perusahaan. 
2. Sistem wewenang dan pencatatan yang memberikan perlindungan 
yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 
Dalam suatu organisasi harus dibuat sistem yang mengatur 
wewenang untuk otorisasi disetiap transaksi. 
3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 
organisasi. 
Pembagian tanggung jawab, wewenang, dan prosedur pencatatan 
yang baik dan sesuai agar tidak terciptanya praktek yang tidak sehat 
dalam pelaksanaanya. 
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 
Untuk mendapatkan karyawan yang berkompeten dan dapat 
dipercaya perlu adanya seleksi calon karyawan dan pelatihan selama 
menjadi karyawan. 
Sistem pengendalian internal erat dengan sistem informasi yang 
memadai terkait dengan dokumen yang digunakannya.  Sistem informasi 
merupakan sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna 
menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, 
mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Untuk dapat menghasilkan 
informasi akuntansi harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut ( 





1. Mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukan nya ke dalam 
sistem 
2. Memproses data transaksi 
3. Menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang 
4. Menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi 
laporan 
5. Mengendalikan seluruh proses sehingga informasi yang dihasilkan 
akurat dan dapat dipercaya.  
Sistem informasi tersebut mengolah input menjadi output dengan 
memanfaatkan pengendalian internal untuk membatasi dampak 
lingkungan yang dapat terjadi. Berikut ialah skema dari proses akuntansi: 
 
Input sebuah sistem informasi yaitu transaksi atau kejadian ekonomi 
yang berlangsung, selanjutnya transaksi tersebut diproses dengan 
mencatatnya ke dalam jurnal atau diposting ke dalam rekening-rekening 
Pemroses Input Output 







Skema Proses Akuntansi 





buku besar, dan diikhtisarkan dalam berbagai macam laporan. Output dari 
sistem informasi akuntansi ialah laporan keuangan. 
Akuntansi Keuangan disusun untuk menghasilkan informasi yang 
biasanya ditunjukan dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari 
neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi 
keuangan, yang ditunjukan oleh pihak luar perusahaan (Sutabri,1:2005). 
Dalam hal ini yang menjadi pihak luar perusahaan seperti pemberi modal. 
Oleh sebab itu diperlukan suatu sistem pengelolaan data akuntansi untuk 
mengahsilkan informasi yang sesuai. Informasi non financial dapat 
dijadikan sebagai penambah keyakinan terhadap proses pengendalian 
manajemen. Kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek 
financial saja tetapi juga aspek non financial (Ulum dan Sofyani, 
169:2016).  
Sistem informasi sangat penting bagi setiap badan usaha untuk 
pengambilan keputusan. Berikut tugas dan fungsi secara umum yang 
dijalankan oleh sistem informasi (Wilkinson dan Marianus, 9:1995) : 
1. Pengumpulan Data 
Mengumpulkan data dicatat dan dikelompokan agar bisa 
ditempatkan pada kategori-kategori yang telah ditentukan. 
2. Pemrosesan Data 
Data yang telah dikumpulkan, harus diproses terlebih dahulu 
agar bisa menjadi suatu informasi. Misalnya data berupa kuantitatif, 






3. Pemanajemenan data 
Ada 3 langkah dalam manajemen data : Penyimpanan 
(misalnya bisa dilakukan arsip atau data base), Pemuktakhiran 
(menyesuaikan data yang telah tersimpan), dan retrif (mengambil 
kembali data yang sudah tersimpan untuk diproses lebih lanjut) 
4. Pengadaan Informasi 
Menyiapkan laporan dari data yang telah diproses dan yang 
telah disimpan. Dalam penyajian juga disiapkan agar bisa lebih 
dimengertidan berguna bagi pemakai.  
Informasi ditujukan untuk pengambilan keputusan pihak internal 
maupun pihak eksternal yaitu penyedia dana. Informasi tersebut bisa 
melalui pencatatan, peringkasan serta penyajian laporan (Bastian,84 : 
2007). Dalam sistem akuntansi keuangan PSAK No.45 mengatur sistem 
pelaporan standart akuntansi untuk entitas nirlaba. Organisasi nirlaba 
walaupun tidak mempunyai kepemilikan, organisasi tersebut mendanai 
kebutuhan nya dari utang dan penyedia dana, untuk kebutuhan operasinya 
berasal dari pendapatan jasa.  
Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh organisasi nirlaba guna 
sebagai informasi untuk pengambilan keputusan yaitu (Bastian,84:2007): 
1. Laporan Posisi Keuangan 
Laporan Posisi Keuangan ini mempunyai tujuan untuk 
menyediakan informasi tentang aktiva dan kewajiban. Laporan 





organisasi, dan pihak-pihak lain untuk menilai kemampuan 
organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan. 
2. Laporan Aktivitas 
Laporan aktivitas dapat membantu para penyumbang, anggota 
organisasi, dan pihak-pihak lain untuk menilai kemampuan 
organisasi untuk mengevaluasi kinerja dalam satu periode, menilai 
kemampuan organisasi dalam memberikan jasa, serta kinerja dalam 
mengelola. Dalam laporan ini mencakup perubahan aktiva bersih 
atau ekuitasnya, serta informasi tentang pendapatan dan beban. 
3. Laporan Arus Kas 
Laporan arus kas bertujuan untuk menyajikan informasi 
mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode. 
 
Tidak hanya dari kelengkapan data dan pemrosesan data yang 
menjadi penting didalam perusahaan. Sistem operasional juga penting 
yang merupakan kesatuan kerja (Wilkinson dan Marianus, 35:1995). 
Tindakan yang ada di dalamnya menyangkut tugas-tugas apa saja yang 
perlu dijalankan dalam perusahaan. Tentunya, ditiap perusahaan, divisi-
divisi yang terlibat berbeda, tergantung kebutuhan dalam perusahaan. 
Pengendalian organisasional yang terpenting terdiri dari kemandirian 
organisasional yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan 
logis (Wilkinson dan Marianus, 104:1995), menurut asas ini, karyawan 
harus dilibatkan dalam pemrosesan setiap transaksi dan tidak 





jawab), serta setiap transaksi harus memiliki otorisasi yang dapat 
dipertanggung jawabkan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecurangan 
dan penyelewengan dana dana suatu organisasi. Kemandirian 
organisasional ini akan menghasilkan kendali yang efisien dan efektif 
apabila pembukuan, dan penjagaannya dipisahkan secara organisasional.  
 
1) Kriteria Kelayakan Lembaga Pengelola Pinjaman Dana Bergulir 
Pedoman yang digunakan oleh Badan Keswadayaan 
Masyarakat adalah Petunjuk Teknis Pinjaman Dana Bergulir. Dalam 
buku ini, ada pedoman yang digunakan sebagai dasar Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Menurut Teknik 
Pinjaman Dana Bergulir, lembaga yang langsung mengelola kegiatan 
Pinjaman Bergulir adalah Unit Pengelola Keuangan (UPK).  UPK 
adalah salah satu Unit Pengelola dari 3 Unit Pengelola yang berada di 
bawah LKM atau BKM. Dua unit pengelola lainnya adalah Unit 
Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Sosial (UPS). 









       
Sumber : Petunjuk Teknis Pinjaman Dana Bergulir 
 
Sebelum kegiatan pinjaman bergulir dalam kelurahan yang 
bersangkutan dimulai, harus dilakukan pengujian kelayakan, baik 
untuk LKM/BKM dan UPK, maupun untuk KSM/anggota dengan 
menggunakan kriteria kelayakan yang sudah disiapkan. Provinsi 
bertanggung jawab atas pendampingan tercapainya kriteria kelayakan 
LKM/BKM dan UPK. Sedangkan Fasilitator bersama relawan 
setempat bertanggung jawab atas pendampingan tercapainya kriteria 
kelayakan kelompok maupun anggotanya.  
Gambar 2.2 





a. Alokasi Dana pada Pinjaman Bergulir 
Menurut Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir yang sumber dana 
untuk kegiatan pinjaman bergulir berasal dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut diberikan langsung kepada Badan 
Keswadayaan Masyarakat yang sudah terbentuk secara sah dan akan 
digulirkan langsung untuk dana pinjaman bergulir. Untuk mendapatkan 
dana pinjaman tersebut, harus terlebih dahulu membentuk Kelompok 
Swadaya Mayarakat (KSM), berikut criteria kelayakan anggota KSM : 
1) Anggota KSM adalah warga masyarakat dan memiliki kartu tanda 
penduduk (KTP) setempat. 
2) Termasuk dalam katagori keluarga miskin sesuai dengan kriteria 
yang dikembangkan dan disepakati sendiri oleh masyarakat dan 
terdaftar. 
3) Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengan anggota yang lain.  
4) Semua anggota KSM telah mempunyai tabungan minimal 5% dari 
pinjaman yang diajukan sebagai dana tanggung renteng dan 
bersedia aktif untuk menggalang kegiatan tabungan kelompok 
secara berkelanjutan. 
5) Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula 
memiliki usaha mikro dan bermaksud untuk meningkatkan usaha, 
pendapatan dan kesejahteraan keluarganya;  
Menurut Petunjuk Pinjaman Dana Bergulir, pinjaman yang 





Pinjaman Bergulir ini, maka tahapan pemberian pinjaman dan 
dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut : 
Gambar 2.3 




Sumber : Pedoman Teknis Pinjaman Dana Bergulir 





Adapun flow chart atau tahapan pelayanan pinjaman dana 
bergulir menurut Petunjuk Teknis Pinjaman Dana Bergulir sejak 




   Sumber : Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir 
Penjelasan : 
(1) Anggota KSM menyerahkan ke Pengurus KSM form permohonan 
pinjaman yang  telah ditandatangani suami/istri  
(2) Pengurus pinjaman mengisi dan menandatangani form pengajuan  
pinjaman dan menyerahkan form tersebut beserta lampirannya ke 
petugas UPK 
Gambar 2.4 





(3)  Petugas UPK meneliti Form beserta lampirannya, mencatat  pada   
register  permohonan pinjaman kemudian menyerahkan ke Manajer 
UPK untuk diteliti 
(4)  Manajer UPK meneliti kelengkapan barkas pengajuan pinjaman dan 
memberikan disposisi untuk diperksa ke lapangan oleh petugas UPK 
(5)   Petugas UPK melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal dan usaha 
KSM/anggota untuk mempeoleh gambaran layak tidaknya diberikan 
pinjaman 
(6) Petugas UPK menganalisis dan memberikan rekomendasi atas hasil 
pemeriksaan lapangan 
(7)  Manajer UPK berdasarkan hasil pemeriksaan, analisis dan 
rekomendasi petugas UPK memutus, menyetujui atau menolak 
pengajuan pinjaman KSM:  
(7a)   Ya, Apabila putusan disetujui barkas diserahkan ke petugas 
UPK untuk dibuatkan kelengkapan persiapan pencairan 
(realisasi) 
(7b) Tidak/tolak apabila putusan tolak barkas permohonan 
dikembalilkan ke   KSM  
(8)  Petugas UPK mempersiapkan Surat Perjanjian Pinjaman, Kartu  
Pinjaman, Bukti Kas keluar termasuk pernyataan tanggung renteng 
dan surat kuasa (apabila rekening tanggung renteng tidak disimpan 
di UPK), dan menandatangankan surat-surat/form tersebut ke 





(9)  Petugas UPK  menyerahkan  barkas  pinjaman  yang  telah  
ditandatangani  KSM  untuk  diteliti  dan ditandatangani Manajer 
UPK 
(10)  Manajer UPK setelah meneliti dan menandatangani barkas pinjaman 
menyerahkan barkas tersebut ke Petugas UPK sedangkan kuitansi 
(bukti kas keluar) diserahkan ke Kasir 
(11)  Kasir menyerahkan uang ke pengurus KSM menandatangani bukti 
kas keluar (rangkap 3) dimana uang bersama tindasan 1 Bukti Uang 
Keluar diserahkan ke pengurus KSM dan asli disimpan sebagai bukti 
transaksi. 
(12)   Kasir menyerahkan bukti uang keluar lembar ke 3 untuk disimpan 
dalam barkas pinjaman. 
b) Ketentuan Pinjaman Dana Bergulir  
a. Jangka waktu pinjaman 12-18 bulan disesuaikan dengan kondisi 
usaha peminjam. Diharapkan dengan jangka waktu demikian 
pembelajaran kepada peminjam tentang pinjaman yang baik akan 
lebih cepat tercapai. 
b. Angsuran Pinjaman maksimal bulanan tanpa tenggang waktu 
pembayaran (grace period), namun apabila pinjaman diberikan 
untuk sektor pertanian yang hasilnya musiman dimungkinkan 
angsuran secara musiman dengan bunga dibayar secara bulanan.  
c. Pinjaman untuk mengembangkan usaha yang tidak melanggar 






d. Jasa pinjaman minimal 1,5% perbulan dihitung dari pokok 
pinjaman mula-mula (besar pinjaman yang diterima), selain 
dengan sistem jasa dapat dikembangkan sistem bagi hasil sesuai 
kesepakatan LKM/BKM dengan masyarakat. 
e. Besar pinjaman pertama kali maksimal Rp 1.000.000 per orang 
(disesuaikan dengan usahanya dan kemampuan bayarnya). Besar 
pinjaman berikutnya tergantung pada pembayaran kembalinya, 
dan besar pinjaman maksimal Rp 5.000.000. 
c) Pelaporan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat  
Dana Badan Keswadayaan Masyarakat berasal dari pemerintah, 
oleh karena itu dibutuhkan akuntabilitas dan transparasi sebagai 
wujud atas tanggungjawab BKM dalam mengelola dana yang 
diberikan. Menurut Pedoman Pinjaman Bergulir BKM wajib 
membuat laporan keuangan seperti Neraca dan Laporan Laba Rugi 
yang disajikan UPK setiap 1 bulan. UPK juga diwajibkan melaporkan 
pinjaman bergulir dengan menggunakan Form Pengumpulan Data 
Pinjaman Bergulir yang dibuat UPK setiap akhir bulan dan digunakan 
sebagai imput data. Laporan dikirim ke Korkot melalui fasilitator 
dalam bentuk manual dan Ms.excel untuk diperiksa.  Laporan Laba 
Rugi meliputi Jasa Pinjaman, Pendapatan lain dari pinjaman jika ada, 
bunga tabungan di bank, dan pendapatan lain non operasional. 
Sedangkan biaya nya meliputi biaya insentif petugas UPK, biaya 
administrasi kantor, biaya Transportasi dan Komunikasi, Biaya Rapat, 





2) Penanganan Pinjaman Bermasalah  
a. Menagih Tunggakan  
Menagih tunggakan adalah upaya penyelesaian pinjaman bermasalah 
dengan melakukan kunjungan penagihan kepada peminjam yang 
bermasalah. Dalam penagihan ini Unit Pengelola Keuangan ini 
membuat daftar KSM yang menunggak dan membuat agenda untuk 
kegiatan kunjungan penagihan dan melaksanakan kunjungan. 
b. Penyelamatan Pinjaman Bermaslah 
1) Rescheduling (Penjadwalan Ulang) 
 Penjadwalan kembali adalah suatu upaya penyelamatan pinjaman 
yang bermasalah dengan melakukan penjadwalan ulang terhadap 
pembayaran kembali sisa pinjaman yang masih ada. 
2) Reconditioning (Mensyaratkan kembali) 
 Pensyaratan kembali adalah suatu upaya penyelamatan pinjaman 
bermasalah dengan melakukan pengaturan kembali mengenai besar 
pinjaman tanpa merubah jangka waktu pinjaman yang tersisa. 
3) Restructuring (Pengaturan Kembali) 
 Pengaturan Kembali adalah suatu upaya penyelamatan pinjaman 
bermasalah dengan melakukan pengaturan kembali besar pinjaman dan 
jangka watu pembayaran kembalinya. 
 
b. Efisiensi Pinjaman Dana Bergulir 
Efisiensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketepatan 





dan juga biaya. Menurut Ulum dan Sofyani (184:2016), pengukuran 
efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output 
dengan input. Kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila hasil 
kerja tersebut dapat dicapai dengan biaya yang serendah-rendahnya dalam 
mencukupi seluruh kegiatan operasinya.  
Analisis Laporan Keuangan merupakan aplikasi dari laporan 
keungan yang menghasilkan suatu estimasi dan kesimpulan dalam bisnis 
ataupun organisasi (Subramanyam, 2011). Oleh karena itu, analaisis rasio 
menjadi suatu pengukuran untuk menetukan apakah program dan 
keuangan yang ada dalam organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. 
Analisis Laporan Keuangan menggunakan rasio-rasio yang disesuaikan 
dengan kebutuhan yang akan dianalisis. Berikut rasio yang digunakan 
untuk mengukur tingkat keefisienan pinjaman dana bergulir berdasarkan 
Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir : 
Tabel 2.1 
Indikator Kinerja Pinjaman Bergulir 
Indikator Rumus Memuaskan Minimal Penundaan 
LAR JumlahKSMmenunggak ≥ 3bln
Jumlah KSM Peminjam
 
<10% <20% ≥20% 
PAR Pinj. tertunggak ≥ 3bln
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛
 








>125% >100% ≤100% 
Sumber : Pedoman Teknis Dana Pinjaman Bergulir 
a. LAR (Loan At Risk) 
Loan at Risk adalah indicator yang menunjukkan  berapa %  





membandingkan  antara  jumlah  KSM yang menunggak ≥3 dengan 
total KSM yang aktif. LAR dinilai memuaskan apabila prosentasenya 






b. PAR (Portofolio At Risk) 
Portofolio at Risk adalah indicator yang menunjukkan berapa % 
pinjaman yang tertunggak. Angka ini diperoleh dari hasil 
membandingkan antara jumlah pinjaman yang tertunggak ≥ 3 bulan 
dengan total realisasi saldo pinjaman di UPK. PAR dinilai memuaskan 
apabila prosentasenya <10%, dinilai minimum bila hasil prosentase 





c. ROI (Return Of Investment) 
Pengembalian atas investasi (ROI) adalah rasio untuk mengukur 
efisiensi keseluruhan perusahaan dalam mengelola total investasinya 
dalam aktiva dan dalam pengembaliannya (Fraser dan Ormiston, 238 : 
2008). Return on Investment adalah kemampuan UPK untuk 
menghasilkan laba dari  modal yang digunakan  untuk  pinjaman  
bergulir. Metode ROI dapat diterapkan untuk penanaman modal dalam 
proyek baru maupun untuk proyek penggantian aktiva tetap 
(Supriyono,35:2001). Perhitungan ROI diperoleh  dari  hasil 
membandingkan  antara  laba  yang  diperoleh  UPK  dengan modal  
29 
yang  digunakan untuk pinjaman bergulir. ROI  dinilai memuaskan 




d. CCR (Cost Coverage Ratio)
Cost Coverage Ratio (CCR) digunakan  untuk menilai kemampuan 
UPK  dalam  menutup biaya dari pendapatan yang diperolehnya. 
Diperoleh dari hasil membandingkan  antara seluruh pendapatan yang 
diperoleh dari UPK dengan seluruh biaya yang dikeluarkan UPK. CCR  
dinilai  memuaskan apabila >125%,   dinilai   minimum apabila   
>100%   dan dinilai penundaan jika ≤100%.
CCR = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎
